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dianalisis sesuai dengan prinsip metode kualitacif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan dam yang

diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Berdasarkan clumen
sea power tersebut dapat digambarkkan Sumatera Barar memiliki posisi yang strategis dan I\OﬂdlSl
pantai yang cocok untuk kota pelabuhan, krakterstik populasi sebagai pelaut sekaligus pedaomg,
serta pemerintah lokal yang terus berupaya untuk mengembangkan kota menjadi enterprenum! city.
Dalam konteks ini, Sumata Barat, khususnya wilayah pesisir baratnya memiliki potensi daya saing
untuk dikembangkan dalam kerangka kerjasama IORA seperti keamanan, investasi, perdwanoan
dan bisnis, manajemen resiko bencana, budaya dan pariwisata, manajemen perikanan dan l\er]asqm'{

dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kata kunci: maritime, sea power, local, regional cooperation, indian ocean
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KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUNi DES)

Busyra Azheri P

i

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwq
pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUJVJ Des)
dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potum
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meninglkatkan kesejahteraan masy.nal\at
desa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 371 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 téntang
Pmerintah Daerah. Mengingat urgensi dari Bum Des ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bd]’lW{l
salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pendirian dan pengembangan BUM Des.
Namun demikian masih terdapat persoalan berkaitan dengan bentuk badan hukum BUM Des yang
berimplikasi pada sumber permodalannya. Selian itu perlu dipahami bahwa BUM Des m{,rupakan
suatu badan usaha yang bercirikan desa atau nagari di Sumatera Barat yang pendirian dan pelaksanaan
kegiatannya ditujukan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari sertaiuntuk
memenuhi kebutuhan masyarakat desa/nagari. BUM Des atau BUM Nag dalam aktivitasnya dapat
melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ckonomi lainnya. Untuk iru
perlu suatu konsep kelembagaan BUM Des atau BUM Nag yang sejalan dengan karakeeristik Nagari

yang ada di Sumatera Barar,

Keywords: kewenangan pemerintahan desal nagari, badan usaha milik desa
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